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Abstrak

Hukum adalah alat supayva manusia bisa mencapai keteraiuran dan keterlindungan hok-hak dasar
munusia. Antara lam hak untuk hedup sera perlindungan,  beik  perfmdungan fisikjasmant,
perlindungan kebormiatan serta kesusilaan dan perlindumgan terhadop hak milik atau property.
Ungkapon bahwa tidak ada yang abad: kecuali perubshan niscaya juga berlaku dalom dunia hukum.
Setiap saat permisalzhan manusia selalu berkembang. begitu jugs metode penvelesaian konflik juga
harus mengikuti perkembangan permasalahan yang berkembang. Hukum menjadi media vang berada
ditengnh tuntutan, yventu artama kepastian hokom dian resa kesdilon, T sis1 kepastian hukom, tuntutan
supava keadilan bisa dilotakkan secar pasti lebih dizisi lain rasa keadilan juga menjadi tuntutsn vang
mengharuskan hakim wntuk memberi sentihan personal (kasus per kasuz) dalom menghadapd seliap
permasalahan yang dibadapi dalam persidangan.

kara kunci @ Kepastian hukum, rasa keadilan dan bukum progresif,

Abstraci

Law-ix a teof that people can aclieve arder and the profecrion of basic human vights. Ameng oders,
e et fo fife ond preovection, both pivsical proteciion, preteciion of foror and decosrcy and B
protection of property rights o properties, The phrase thet nothing i elernal except change
endoeitedly alxe geolies dn the fewal wordd. Every smroment s alwars evolving fimon proffens, ax
well as o method of comffict resadntion e alvo beep abweast af developing fswes. Became low ar te
center of media deminds, namely the rule of low and sease of justice. On the side of the rale af faw,
fustice demands that can be placed exactly over the other side into a sense of justice also demands that
require judges to glve a personal towch (ease by coxel In the face of any problems sneountered (i e
briai.

Kevaaids & ornleof Tow, fustics and progressive faw

AL Pendashuluan

Kaonsep hukom progresil pennma Kali diperkenalkan oleh almarhum Satjipto Rahardjo.
Kegehisahan belau ans prokiek hukum yvang mengedepankon prosedur formal positivistk yang
kadang-kadang menjavhkan oktivitas peradilan dari tugas stemanya vaite menyediakan keadilun
substansial bagi mosyarekal pencan keadifan. Konsep hukum progresif merupakon koreksi lerhadisp
kelemahan sistem hukum modern vang samal dengan birokrasi serfa ingin meimbebazkan diri dari
dominasi lipe hukum liberal. Hokum progresif ditujukan untuk melindung mkyal menujo kepada
hukum yang ideal dan menolak status-guo, serty tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi
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yang tidak bemurani, melainken suatu institugi vang bermoral. Konsep pemikiran tersebul ditawarkan
unfuk diimplementasikan dalam tataran agenda akadenma dan agenda ks 44

Kok wing hendak dilowan oleh alivan hokwn progresil adalal aliman hukum posinvistic
legalistie yang bermuara pada tradiss pemikiran eropa vang digagas antara o Henrl Sainl Simon
{1760-1825) dan Augeste Comte (1798-1857), Positivisme memnepakan paham  vang menuniut
kebenarun lepas dacl segala prasongka metafisis, jike diterapkan dalam bdang hukom maka aliran ini
menginginkan hukum agar tidak fag) dikonsepsikan sebaga asas moml metayuridis yang absirak
temtung hakikatl keadilon, melonkan s ving elah mengalbemi positivisas) sebapin lex, Dengan kata
Tain hukum seharusnya terlepis dari hiakikal kesdilan bersifan metavuridis, hukum lebih identik dengan
undung-andang stan hukum positif '™

Positifisme hukum tidak selalu bernilar neganif karenn dalam positifisme terdapat hal vang
jugn dicari parn pencan keadilan yaito kepastian hukum. Tetapi disisi (o dengan berpegang teguh
pada teks hukom positit makes sisi [ain dan kebutuhan pencart keadilan vaitu rasa keadilan menjadi
pak subar uniuk disajikan dalom soadu produk putusan pengadilan.

Berbeda dengan aliran positivis konsep hukum progresif adalah hukum untuk manusia dan
bukan sebahknva, karenn iu proses pencarian keadilan sebarusnya sebuah prosedur vang ramakh
terhadap siapa saja baik orang vang mengerti hukum atau orang yang awam hokum, Juga bagi orang
yang mempunyai kekustan finansial schinggs bisn menyewn jasa pengacarn atan orang vang secan
finansial lemah sehingga tidak bisa minta bantuan jasa pengacara, Disadori bahwa sebagian besar
musvarekat Indonssia sebagn beswr musth awem hokom, meskipun progrem penyuluben hukoum
sudah sejok lama dilaksanakan tetapi belum semua level dan tempal sosial ersentuh ofech kesadaran
pengetabiuan hukum tersebul.

1 tengah keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan substansi hukum ado
funiutan demi kepastian hukum supaya setiap. persenfuban masyarakal dengan aparatr hukum hares
selalu dilaksenakan menurut semua produk hukoum positif yang berlaku, Bagi lembaga peradilan vaita
Muhkamah Agung dentunya lerdapol  tontangen  antora keharusan  untuk mengedepoankan  don
mempertahankan prosedur hukum dan disisi lain tuntutan masyarakat bagl tercapainya keadilan
substantif barus direspon secara bijaksana

sebelum wacana hukum progresif muncul tefah lama Kita kenal pola penemuan hukum vang
yang berbasis pada imterpretast vang difakekan hakim dengan metode-metode fertenty, misalnya
Interpretas gramatikal, Interpretasi histors, Interpretast sistemutis, Interpretasi sosiologs, Interpretasi
komparatif, Interpretasi futuristk, [nterpremas: restokif, Interpretas) eksiensif, [nterpretes autentik dan
mechel-maode | lam,

Koaraktenstik penemuan hukum yung progresil oleh Ahmad Rifai dikemuokakan kedalam tigas
model, vaitu -

o Metode penemunn hukum vang bersifal visioner dengan melihal permsaloban bukem tersebul
untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case
Metode penemuan bukum vang bernmi dalam melakukan suata terobosan (rule brosking)
dengan melihat dinamikn masyarakat, tetapt berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan
serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan hangsa dan negaranya:
3, Metode penemuan hukum yang dopat membawa kesgjohtersan dan kemakmumn masvarakat
dan juga dapat membawa bangsa dan negara kelear doan keterpurukan dan ketidakstabilan

sosial seperti sant ini,
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1 Satjipto Rahardjo, Hikum Progresd Sebuah Sietess Hikum fndoesia, Genta Poblishing, comkan [ Juli
20014, k.2
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Kebuluhan untuk melakukan wafir atau interpretasi hukum baik hukem acam maupun hukum
materiil sehenamva merupakan kegelisshan loma bahkan sejak hukum tertulis pertama disusun, Tadak
heran bila ada pameo “Hed Reclit hinkt achter de feiten aan ™™™ atau hukam selalu ketinggalan dengan
peristiwa yong diatuermya, Korena dinamika sosial vange sanpat tingel selalu dikutt masalah-masalah
hakum yang sefalu timbul dan berkembang,

Sementara 1n Ddok sebop sagt hukum bisa dirubah supaya bisa menyesuaikon din dengan
tuntutan zaman. [ dalam dimamika sosial vang sangat runmt dan kompleks tersebat tentunya apaiiia
nilii-nilal posttivisme dianut secura ketat maks kompleksites masalah hukom akan sulit wntuk divea.

Mahkamah Agung sebagai garda depan viang berhadapan Bingsung dengan masvarakat pencari
keadilan dibadapkan pads wntangan untuk memberikan yang terbuik. Produk utoma dan lembapa
peradilan adalah berupa putusan baik perdata maupun pidana, Aspek utama terhadap kerja dan kinerja
Mahkwmah Agung tentue teccermmn pody putusen yang berkualitas. Demikiom juxa harapen sera keitik
dari masyarakat tentunys juga bersumber dan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Kotk terhadap kinerja Mehkamah Agung vang cukop mengemuka antars lun dikemukakan
oleh Jimly Assiddigic yang pada pokoknya berpendapal babwa putusan di Mahkamah Agung
membuktikan onentasi penegak hukum, khozsusnyva hakiom lebih beronentas: pada penegakan peraturan
ketimbang penegakan keadilan, ™'

Kritik yang dissmpaikan Jimly Assidigie tersebut tidak sendirian, banyak kita jumpai kritik
dari berbagai pibak ferhadap kinerga Mahkamah Agung khuswsnyn terhadap putusen-pulusan vang
diangeap belum bisa menyajikan keadilan dalem magyerakat. Kotk lersebut bisa digunakon sehoga
pemacu supaya jajaran hakim di lingkungan Mahkamah Agung hisa lehih meningkatkan koalitas seria
profesionalites. Tidak ada salahnva bila setap jemis kntik diterima dengan @ngan terbuka dan
dimanfantken untuk mencari kekurangan sambil membenehi diri untuk menjadi lebih boik.

Terkail dengan kniikan mengena) kualitas putusan vang diangzap febih kearah penegakan
peraturan daripada penegakan keadilan, Dengan inventanisasi putusan-putusan yang tidak berkarakter
“penegakan peraturan”  schagaimana dikemukakan Jimly  Assiddigie tersebut, setidaknva  okan
diketahui sisi lain dan putusan Mahkamah Agung vang perlu diketahui khalavak.

Tulisan 1 skan  menelusun  putusan-putusan vang  sifotnye progresiE Sifd progresif
sehagaimana karakier yang dikemukakan Ahmad Rifai yaitu | bersifat visioner, berani dalam
melakukan sty derobosin dan membawas kesgpahlersan,  Penubiz akan mengimventansir =g
menelaah kuidab putosan-putusun perdata yang sifutnys berupa pembaruan terhadap asas atan
peneertian=peneertian yung sudah baku,

Tentu hanya terhadap putiesen progresif yang sudah berkekustan hukum tetap saja yang menjadi bahan
pelaabum dan kajun dafam peselitim m,

Sebagaimana dinvatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam hukwm progresif ierdapat dua
hul yang mendasar yoilu ogenda akademia dan ogenda akst.'* Dalom alur agenda akodemia bisa
ditelurusi dart pemikiran Satjipto Rahardjo serta kemudian jugs didukung serta dikembangkan oleh
poarn pengikuinva vang erkenal dengan scbutin kaum . “Tiipian™ (pengikut Satjipto Rahardjo).
Penehitian ini' akan berada pada langiah penclusumn agendn aksi, varu menginventansir seria
mengka)i putisan-piiusan yung bersifan progresil. Supayva bisy diketahui sefauh mome perkembimgan
hukum progresif’ dalam konteks agenda akesi, Dart situ juga akon terlihat peranan Mahkamah Agung
terhadap perkembangan hukum progresdl melalui invenlansaz sena efaah terhadap pulusan-putusan

pengadilan,

VU prof. Dr. Sodikes Menokosums, 5.H. Sebergpa dzas Pémbuksian Perdata dan Penerapanive Do
Proksed (Pidate pengukuhan jabatan gurd besar pada Fukultas hukum UGM), Liberty, Yogyakaria, 1980, h.3,

T tihat oi wewew bukumonline com Kamés, tangoal 02 Pebraari 2002 dengan judul berita “Halds Dimiira
Perharifan Roxa Keadifan Masvaraker™.

WE Sarjipro Rahardpo, (.
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B. Permasalahan
Berdasarkan ursian-uraian tersebut maka hal-hal vang hendak dikaji lebih lanjut dalam tulizan
i adislah
1. Perkembangan vunsprodensi hukum perdata vang bersifiat pembarsan hukum.
2, Sifat dan kerakter progresif dalam putusan-putusan perdata (putusan fentang perkembangan
konsep wulirn petitn, perkembangan nilad - pembukiian bektl sural, perkembangan konsep
hukum warts adst serfa mengenal intervenss terhadap hai-hal yang diperganyikanj,

C, Pembaruan Hukom Perdata Melaloi Putusan Pengadilan
Munusia sebagal makhbuk hidup masing-masing mempunys kebutuhan din kepentingan vang
beragam, Kebutuban hidup tersebut bisa dipenuhi dengan cara berhubungan atau berinteraks: antira
manusia yang satu dengom vang lein. Hobungan tersebut bersifac hubunmgan trmbal bolik stan hubungan
yang saling membutuhkon. Atan hubungan vang bersifat kontrakiuil vaity masing-masing pihak
mempunyei hak dan kewagiban ketika bertemu dengan pihak lon. Hubusgan hukum sdalah obyek
hukum vang diatur dan diberi akibat oleh hukum: Karena terjadi antara pribadi vang satu dengan
pribadi vang lain, maka hbubungan it disebut hubungan bukum perdata { Verbintenis)y, "™
Di dalam hukum perdata senwa peraturan yang memuat hak dan kewajiban disebut hukum
material {substantive law) atau lazim disebut sebagni hukum perdat. Hukum perdata meliputi hal-hal
optbera [nin yaita ;
I, Hukum lentang din seseorng, memuoal tentang peraturan-persturan entang manusio sehaza
subyek dalam hukum, peraturen-peraturan perihal kecakapon untuk memiliki hak-hak dun
kecakapon unluk bertindak seadin melaksanakon  hak-hoknys o serta hal-hal  sang
mempengaruhi kecekapan-kecakapan itu.
2, Hukum Kekeloargaan, mengaiur perihal hubungan-hubungan hokum vang  Gmbul  dan

hubungan kekeluarpaan.

3, Hukum Kekavann, mengatur perthal hubungan-hubusgan hukum vang umbul dan hubungan
kekeluargaan,

4, Hukum warisan, mengstur perthal hubungan-hubungan bukum vang depat dintlai dengan
nang,

Sedangkan apabila ads masalah atou sengkets antura mamusia alag subyek hukom harus
diselesaikan dengan cars yang diatur dalam hukam acars perdata (civil procedure law) yang meliputi
Pacda dasarnya hokum acara perdata dilengkapi dengan asas-oses pokok antara lan vaiu ;o hakim
hersitat menunggu, hakim pasit, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihek, putusan
harus diserta alasan-alazan, becacarn dikenukan biayva don bidak ada kehoresan mewakilkan, Secars
lebih mendetail sifat acarn perdata dintur dan ditentukan dalam HIR dan RBG.

Kebanyakan diskursus tentang perkembangan hukum progresifl selalu mengarah pads wilayah
hukum pidana. Karena memang wilayah hukum pidana sifatmmya adalah hukum publik vang
menvangkot kepentingan din Ketentraman mum (pabliky, Karema itu banviak-hanvak masalah terkai
hukum prdany yang mendapat perhatian dorl masyarakat, Wilayah huloom pidana memang lehib
hanyak menjadi kajian dalam diskusi ilmu hukwum, Termasuk pula kajinn mengenai hukum progresif
juga lebih cenderong kepada pembahasan dalam wilaysh bukum pidena.

Sedangkan pada wilavah bukum perdata karena sifatnyn adalah hukoum privat perseon rechi
maka sifutnya lebih sunyi dan tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat. Karena seolah-olah wilayah
hukom perdaca adoadah hanva seputar masalah vang terjadi antars ofang-omng untuk alasan-alasan
komersial stau bisnts. Padahal kenvataannya wilaynh hukom perdsts jugs menvangbut nasib

M Prof. Abdul Bodir Mubammad, SH, Buben dcara Perdan fadonesia, Chira Adidva Bakt, Bandung, 20885
hld,
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masyarakat banvak vang schapian besar juga rakyat kecil yang kurang mempunyvai kemampuin baik
finansial maupun pengeiahuan hukum yang memadai, Apehila tidak ada perhatian dari negara maka
dikhawatirkan bamyak rakyvat yang kehifangan hak haoye Karena ndak punys pengetabisan hukom vang
memadat serta tidak mampu membayar pengacara untuk mempertahankan atan mempenuangkan hak-
hakmya.

Perkars=perkara misalnva jands vang haros kebilangan tanah satu=satunya karena doeebol ofeh
keluarga summi, ston masyarakat yang harus kehilangan rumah dan sawah karena diatas tanah yang
sudkith loms merska tingeal bba-teba ada bukt hak (masalnys sertafikat) atas numa orang laon,

Hal tersebut mdalah contoh-contoh ketiks masyarakon diladapkan dengin mesalal di bidang
pordata. Hal-hal tersebut adaish fenomena vang relatif sunyi dan pembentann media massa. Tetapi
realitas-realitas tepschut kerap ditemukan di fembaga peradilan di Indonesia.

.1 Putosan-Potusan Progresif,

Proses peradilan vang dilaksanakan Maobkamah Agung Khususnva di bedang bukum perdata
membutuhkan rangkaian-rangkaian hukum lain untuk memastikan keberfangsungan hukum materiil
perdata, Hukum acara perdata diperunfukkan untuk mengamin ditaatinya hukum materiil perdata dan
tertib beracara. Ketentuan hukum acara perdata pada omumnya tidak membebani hak dan kewajiban
seperti yang kitn jumpai dalam hukom materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan
atan menegakkan kaidah hukum materiil perdota yang ads, atou melindungi hak perseorangan, '™

Secarn lebth konkrit hukum scare perdate mengatur tentang bagsimans caranys mengy)ukan
hok, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanazn dari sebush putusan, Hukum scara diperishankan
dan dilaksanakan supaya pengadilan tidak menjadi lembaga vang bisa secar séewenang-wenang dalam
menjalankan tugasnyn untuk memeriksa don mengadili schinggn hal tindakan main hakim sendin
{Ergenroiting) mau Kesewenang-wenangan bisa dicegah.

Pemberlakuan hukum acara mujuannya adalah untuk kebaikan pencan keadilan dan kepastian
hukum vang dijops oleh lembagn perndilan st sendin, Tedag tentunva disist fain sebogmmana scbuah
“peribahasa tidak ada vang kekal kecoali perubahan ity sendin”™, Maka seining dengan perabahan masa
serta perbedaan pemahamon dan kemampuean hukwm pacs pencart keaddan kadang-koadang apahila
hukum acara dipegang teguh oleh lembaga peradilan maka justru wjuan dan dibuatnya hukum acara
yaitu uniuk melindungt prhak pencamid keadilan justry Gidak fercapa

Menurut Hans Kelsen pengadilan dapat diben wewenang melahn putusannya untuk tidak
hanya menciptakan normma individual vang bersifin mengikat uniuk kasus yvang sedang ditangani,
memumn jugn norma umum, Im tenadi ketika putusan pengadilen menjadi preseden, yakn ketika
prilusan alis sualu perkars memjad pedoman biagl patusan atas perkord serups dimasa selanutnye.
Putusan pengadilan memiliki karakter preseden bila muatan norma individual yang diciptakan oleh
putusan itu tidak ditetapkan oleh norma umum undang-undang atau hokem ada. ™

Peluang bagt pengadilan melalui putusan hakim untek membust putusan yang bersifar
individual ptau tidak mengikuti konsep baku cokup terbuka. Sifar individeal suat putusian vang terkait
dengan karakternsiik suatn perkam tertentu memumgkinkan hakim untuk menuinglkan gagesan ilminh
kedalam  putusannyi, Ketika  kondisi  pencapaian  menuju  suatu puotusan yang  herkeadilan
mengharuskun konsep-konsep baku dirubah stan dipokai {dalom perkara tertentu) moaka pada saat i
pada dasarmya telah tegadi pembamnan ukom, Kemuodian dimeasa vang akan dataag potusan yeng tidak
memakai konsep baku tersebut didkuti oleh hakim-hakim dalam putusan yung scbhangun maka putusan
terzebul menjadi vurisprudensi. Karakier-karakier pulusan yang mendobrak nilai baku tersebut adalah
putusan yang bersifar progresif,

= Prof, Dr, Swdikno Merokasumo, 5H. fAedum Adcora Perdata Tndonesio, Liberty, Yopvakora, 1993, h.2
U1 Hang kelsen, Teord Heukir Migend | Davar-Dazar B Rl Nosmartfl, Nisa Media, Bandung, 2013, h.275.
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Scjarah hukum Indonesia mencalal beberapa perubahan stan perkembangan mendasar yang
dilakukan ofeh Maohkamah Agung metalui puivsan pengadilan terkait hukum scara dan hukum matenil
di wilawah hukum perdata & Indonesi, antara laio sdalah

C.LL Perkembangon Konsep Ulira Petita,

Pada dasarnya dalam hukum perdata berlaku aray fuder non wltro prelite afen wliva petita won
cogmaseiiur atan hokim hanya meneniukan adakah hai-hal yang digjukan dan dibukiikan para
pemohon atzue pengeueat. Hal lersebut juga dhatur dalam pasal 178 ayal (23 dan (3) Hel Herziene
Tndonesisch Reglement serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yaitn “ia (hakim) dilarang akan
menjatuhkan keputusan atis perkamn yang tids dituntut, atau oken meluluskan lebih daripeda yung
ditumui™

Putusan vang sifatnva ultrn petitn dianpeap sebagan tindakan vang melumpam kewenungun
karenn hakim memutus tidak sesuni dengan yang dimohon {petitum). Putusan vang tudak sesuai
dengan petilum dianggap pulusan. vang sfiva weey dan barus dinvatakan cocal meskipun pulusan
tersebut dilandasi oleh I'tikad baik maupun telah sesugi kepentingan umum.

Tupuan dar lomangan putusan vang ulira petita tersebut tenfunya sdalah cukup posinl yano
supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemavan hakim sendin
padahal patoken atau batasan persidangan perdata adaleh surnt gupatan sebagaimana peradilan pidana
Juga dibatasi oleh sural dakwaan, Terbadap ketentuan tersebwi Faham vang berbeda yang pertamio
adulah yang mempertnhankan ketemtuan tersebut yaite tdak akan memutuskan diluar aps dituntul, jadi
isl amnar putusan henyae sesual dengan isi petitum gugatan tidak kurang den tdak lebih, Faham ini bisa
terhbaca dalam Putusan MA No 339 KSip/ 1969 mnggal 21 Februar 1970, Puiusan MA No |60
KSip 1972, Putusan MA No 77 K/Sip/ 1973,

Lebib fanjut larangan uitra petita diterangkan Mahkamah Agung sehagaimana dalmm putusan
Mahkamah Agung yaitu tindakan hakim yang mengabulkan schagian petitum primair dan schagian
lagi penium subsidor disngeap lndaken vong melompool batns wewenang, oleh karena o tcdak
dibenarkan {Putusan MA No BRZ K/5ip/ 1974, Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara
mengadill denpan jalan mengabulkan petitum primair atou mengambil sebapian darl petitum subsidar.
Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekal tidak :ita_iulu;an dalam petitum wvata-nyata melanggar
axsis whine petitum, karena iu haras dibuiatkan {Pubesan MA No 77 K/Sip/ 1973, Begilu jugs puatusm
pengadilen vang didasarkan stas pertimbangan yang menyvimpang duni dasar gugutan {Putusan MaA
M 372 BUSip 1970),

Tetapi tentu sepa apabila ketentuan lprangan ultra petita diberlakokan atau dilak=anzkan secamn
ketal muiks akan bunyak masyarakal pencan kesihilan vang kareni kurangnyi pemahiaman mengen
hukum, tidak bisa membdiit gugatan secara sistematis, disisi lain tidak punva dana untuk bisa
membayar kKunsa hukum meks kepentingannya  dirggkan, Karenn musth bunyak Kits  jumpa
masvarakat yang membaat sendiri gugatannva, Yang karena mininnys pengetahuan mengenai svarat
din tafscara pembaatan gugatan maka gugatim menjadi odak memenubi syieat formal atn oidak
dibuat denpgan bahasa yang sistematis. Schingea mengakibatkan misalnya gugntun dikabulkan tetap
sulit untiuk dilaksenakan atau dieksekusi karenn dalam petitem tidak lengkap amu Gidak jelas, Atau
bisa juga dosir gugatan dengan petitum tidek sesumt sehingga apa yang sebenamya ingin dituntut tidak
terpambar secara sempurna dalam petitum.

Karenn itu Mahkamoh Agung melakukan terobosan substantit’ dalam wilayah larmngan ultr
petita vailu dalam putusan MA Ne 140 K/Sip 1971 vang membenarkan dikeluarkannya pulusan vang
sifatnya ultra petite vaitu dengan svarat harus *masih dalam kerangka vang serasi dengan inti

B,
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Selain Yurisprodensi terscbut diatas Mahkomah Agung dalam putusan No 556 K/Sip/1971
tanggal ¥ Janvari 1972 dimana hakim memuluskan mengabolkan gugatan yang melebibi permintann
dengan syamt vt hires “masih sesuad deogan keyadian materiil™,

Juga dalam putusan MA No 1097 K/Pd02009 vang membolehkan patusan yvang sifstnya Ultra
Potita yang meskipan tidak socara jelas discbutkan dalam petitum dalam perkara a quo tetapi dalam
eugitnn memunt petitum subsider serta diperlukan puna efektifios pulusan.

Jar beberape yunspradenst Mahkameh Agung tersebui meka Mahkamah Agung telah
mienis kekosonpgan hukum vaite membenkian botusun vane lebih moderal tompa harus beramjak jauh
dari aturan pokok tentang ulies petite. Sehinges kesewenang-wenangun hakim dalam mematus perkira
perdata tedap sunty hal yvang terlarang sementara ity disiss loin hal-hal vang sifatnyn substansial tidak
boleh terlewatkan hanya karena hal-hal misalnya ketidaksempumaan gugatan

1.2 Perkembangan Nial Bukii Surat Dalam Hukom Acara Perdaia.

Pada dasarnva setap bukli surat vang disjukan uniuk pembuktion atau sangkalan dalam
persidangan perdata hames dilandasi atan dilengkapi dengan sural aslinya. Apabila suate bukti surst
disernhkan dipengadilan tanpa dilengkap dengan sural ashonya maka bukti suraf tersebut tdak
mempunyai kekuatan pembukrian, Hal itu diatur dalam pasal 300 RBG vang berbunyi

. Kekuoatan bukti suatu surat terletak dalam akte vang asli.
2, Jika akte yong asli it ada, maka turunan don ringkasannye hanya dapat dipercayai bilamana
sesuat dengen vang aslis vung selaly dapat diperintahkan antuk ditumukban,
Juga dolpm pasal 1ESE BW

“Rekuatan pembubkiian sunlu bukii tilisan adalah pada akia aslinva, Apabila akis vang ssli iu

adn, maka salinen-salinan sertn ikhtisar-ikhtizar hanvalah dopat dipercaya, sckedar salinen

serta ikhitsar ikhtisar 1o sesua dengan ashinyva, vang mana senantasa dapat diperintahkan
mempertunjukkannya™,

Konsep dasar nilam pembuokiian surat fersebul sanpeal yelos dan sederhann, yoitu kalau ada
astinya dan bise ditunjukkan di persidangan maka dianggap mempunyvai kekuatan pembuktian dan hila
tidak ada aslinva hanye menunjukken fotocopynva ssje makes dianggap udsk mempunyas nila
pembuktian,

Mazalal-rusalah vane ksdang-kading dibadapt dabem prakiek persidangan sdalab kacding -
kadang di deerab-daersh pelosok terpencil penyvimpanun surat-sorat dilakukun dengan tiduk secam
har=han sehingea vang tectingedl hunya folocopynya saja sedanghkan aslinya hilang entabh kemana,
Atau kadang-kadnng juga bukti sura yang dipegang penggugat hanya fotocopynya saja dan zslinya
mithith e pegang mbak lowan st lersugal. Bisa juga surst ash ado tetagm korena bdak disimpein
dengan hati-hati maka kondisinya rosak karena faktor misalnva kertas lapuk, dimakan ravap, terkena
wir sehinges kondise surot pada sast diagukon ke persdengan sidah dalam keadaan solic untuk dibaca,

Dalam hal-hal tersebur maka kalau teks hukum acara dipegang feguh tanpa ada usaha
inferpretasi teks secirn lehib substantif maka akon banyak orang/pihak (teratamn masvarikat kecil)
akan kehilangan kesempatan uniuk membuktikan dalil gogatan atuu mengajukan dalil bantahan &
persidangan, Karena itu Mahkamah Agung seciara tersiral berpendapnt bahwa dalam beberapa aspek
hukum pcora don materi] terjadi hal sebagaimena yung dikstaksan oleh Hans Kelsen yaito
“Kekosongan teknis dikaakan ada ketika pembuoatan undang-undang gagal mengatur sesualu yvang
harus bu atur schinggn aplikssi undang-undang memungkinkan seears teknik™™ Ketika terjadi
kekosongan tersebul maka dibuiubkan sikap cepat sekaligus terukur dengan syarat-syaral antara lain

" Hans Kelzen, fniroduction Te Te Froblemas of Logal Dheory/Pengantar Teowl Hikwm, Rusamedia, 2004,
hi33,
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yaitu tidak bolch bertentangan dengan asas-asas pokok hukum itu sendiri serto tidak merugiken hak-
hak subyektif para pencan keaditan.

Karenn ito karena dalam prakiek hukum cukup kerap diveman pengajuan bukli surat vang
fompa bisg digukan aslinva sementara maten bukti surst lersebut dibenarkan man diketaboi oleh saksi-
sakai dalam jumlah vang cukup maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk mefalui Yurisprudensi
MA NodlD KPA2004 tangeal 25 Aprl 2005 dengan Ketua Majelis Bagir Monan dan anggots T
Abdul Kadir Mappong dan Mananna Suiad memberikan petunjuk yaitu “sustu surt berupa folocopy
yvang chajukan dipersidinpan peneadilun sebasin buktn oleh siluh satu hak, bak pengmepst maspon
tergugzit, walaupun tidak dapat diperlihartkan surat aslinya dipersidangan namuan karena folocopy suril
tersebat telah dinkni dan dibenarkun oleh ffhak lwwan moaka fotocopy sumt-surae tersebut dapat
diterima schagai bukin surat yang sah didalam persidangan,

Judi wpabila suatn bukt surst diajuksn tampa ssbinya di perssdanpan perdats maky spabila wpa
yang terters atay teriulis didalammya dikuatkan stsun diterangkan oleh saksi-saks) dalam jumish vang
cukup maks suret vang digjukon tmopa eshings tersebul bisa dinvatokan mempunyan nilas pembuktion.
Dan boleh dipertombangkan dalam putusan perdata.

C.LA Perkembangan Bidang Hukum Waris Adat (Suku Batak Karn, Suku Sasak Dan Suku

Rotc)

Sebagat sebuah negara besar dengan wilayah yang membentang don Sabang sampai merouke
mukns pluralitas yang ada dr Indonesia bukan hanys bahese dan sdo wiizdat wewp juga pluralitas
hukum waris. Setiap persekutuan masvarakat adat di Indonesia misainys Melayu, lowa, Batak, Bafi,
Sasak, Gave, Davak dan lain-lain mempunyai cirt dan cars vang berbeds dalam cara pembagian waris
menunat hukum adot mereka masing-masing.

Beberapa puivsan revolusiner vang dibeal oleh Mahkamah Apung melalul puiusen-puiisan
terkait hukum waria adat telah membuat torchan tinta emas dalam perkembangan yurisprodensi di
Indonesai, antar lain vt |

¢ Putusan Perkars Sengkets Wards Dalam Wilavah Adat Batak Karo,

Heberapa suku di Indonesin mempunyai ciri khas dalam pola pembagioan warls, terutnma yang
memakal sistom patrilineal iasanya memberikan privilege lebih kepada anak laki-laki dalam hal
pembagion woris. Misalnya menurut Hukem Adat Batok Karo di Sumitera Utera pada wakio it harta
warisan hanya diberikan kepadn anak laki-faki sesuai dengan tipologi masyarakai patrilineal vang
dum. Mahkomah Agung Indonesia pernab memuiuskan susio perkara wans berdasarkan hokom adat
Batak: Karo i Summiera Lliars vang menganut garis kKeturunan patrilines), dalom perkara Sieen v,
Ciimtioge (1961 ),

Dengan alasan-slasan bahwa Menurat Mahkamah Apung Indevesia (Putusan Mabkamah
Agung Indonesia, No. 1798/ 1961, mngeal 1-11-1961), berdasarkan rusa perikemanusian dan
keadilan umum atas hakekal persamaan hak antars wanita dan pria schagal bukum yang hidup di
Indonesia, babwa anak perempusn dan anek laki-laki dan seorang peninggal wartsan bersama-sama
berhak atas harts warisan, dalsm arti, hahwa bagian anak laki-laki adalah samu dengan anak
perempuan, maka juga di tansh Kiaro scorang anak perempuan barus dangeap sebagn ahli wars vang
berhak mencrima bagian atas harta wansan dari orang teanya, Pumsan Mahkanmh Aguog ini
merspakan hal bary bagy mmsyarakst Batak Kare di Sumaters Utara, numun mendapat sambutan
hangai dari kawn wanita masyarakat tersebud, Putusan ini dianggap sebagai longgak bersejarah dalam
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prosés pencapiian persamain hak antara Koum winita den kaum pria. Dengan putusan ini Mahkamah
Agung telah membuat vunisprudensi baru dalam soal warisan di Tapanub {Sumatera Utara}.'*

o Putusan Perkors Wards Dalam Wilayah Adat Soko Sasak

Putusan terkait waris adat menorit hukum adat Bamk Karo tersebut jupgs di ikoti dengan
putusan lain Mahkamah Agung terkain hukum adat suka Sasak di pulau Tombok Nusa Tenggar Birat,
Daiam tradisi wars sdat sasak wanita bukan shil waris karena mengikuti sistem kekeluargasn
patrilineal. Wanita tidok berhak mewanzl harta pusaka, Yang boleh dibern untuk ahli waris wanita
honya harta pesangy vaitu berupa perhiasan dan kebutuhan sehari-hari. Patusan Mahkamah Agung
sang berkekuastan hukum tetap telah relah meniatuhkan putusan vang sangal progresif, yailu mengakai
hak wanits sebagai uhli wans dan mempunyai kedudukan yamg sama dengan laki-laki. Dalam perkara
frctg Swpor etal, v Ameeg Maoli ecal (1976), Makamah Apung Indonesia kembali menvatakan balvwa
perempunn adalah ahfi wans dan orang tunnya almarhum,. Dalam perkarn i inag Supar {(wanita) dan
Inaq Kamar (wanita) tinggal di Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat telah mengajukan
gugatan kepada Amag Mali {laki-laki), Amag Sani (laki-laki), Amag 5o (laki-faki), dan Amag
Mulinah (faki-laka).'™

Duduk perkaranya adalah Amag Siti {laki-laki) telah meninggal dunia dan bersaudara kandung
dengan Amag Ipah (loki-loki) dan bersaudara sepupu dengen Amag Radioh. Kakek penggogat telah
meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sgjumlah 1,060 ba vang dikuasai oleh tergugat 1 dan
tanah kebun jumlbabnya 1225 ha vang dikuasm oleb tercozat 11 fergugat W dan ergoear TV,
Penggugat telah meminta bagian dar tanah-tannh itn denpan baik-baik tetapi tidok dikobotkan.

Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya, antara [ain menyvatakan, bahwa
terhndnp suku Sasak di Lombok Baret berdasarkan Yurisprudens: maupun kenyvataan hokum adat yvang
masih hidup menjadi desar penvelesaian sengketa wans-mewaris. Bahwa menurut Hukum Adat
sekarang mi, diskn bahwa anak perempuan adelah ahli waris. Hal m dipertegas oleh hasil penelitian
Pengadilun Tiwgen Nusa Tenpgeary Barut tentang Hukwn Adid Warvs By Lombok Baral bulan Pebruan
1974, (dalam Erman Rajogukguk. Plurdlisme Hukom Wans @ Stodi Kasus Hak Wanita D1 Pulan
Lombok MNusy Tenggara Barat)

Putusan [ninnya yeitu Puotusan PN Selong No 6401 982/Pde tanggal 27 Desember 1982 jo
Putwsan PT Mataram Mo, D 7/PdU 1984 tanggal 26 Marct 1983 jo Putusan MART Mo 2662 K/Pdi' | 984
tunggnl 30 Nopember 1985, Dalam putusan tersebut pengadilun mengabulkan pugnlan pengpugal
dengan menetapkan bahwa para penggugal (anak peremipuan) dan para tergugal (anak nki-Iaki) ndaiah
abili wars vange sah dan almerhom Ameg Semioh dan bersamu-saome berhok mewans tansh sawah
sengkets vang merupakan hama penimggalan almarhom ayahnya tersebut, Perlimbangan peogadilan
dofam memuius perkara terscbut sdalak

= Bahwi masyarakat adat sazak i Lomboek telah mengalami perubahan dan perkembangan yvang
pesnt, serbagai jabatn dan profesi telah ditsi oleh kaom wanita sukou sasak

- Bahwa hukum adat waris yang tradisional telah usang ketinggalan jaman tidak sesuai lagi
dengan kebutuhon samaon medern-tidok sesual dengom rasa keadilin hukom dort mosyrakat
yang hersangkutan,

- Bahwa hazil penelitian Fakaltas Hukoum Universitas Mataram T979 termvata pada masyvarakat
adat sasak di Lombok Timur telah terjadi pergeseran nilai dalam hukum adat waris tenfang
kedudukan anak peremvpuan, yang semula anak perempuan bukan ably wuris dan tidak berhak
mewaris lanah sawah, melainkan hanva berhak afas barang bergerak | perhiasan saja (pesangu)

% Dalam Erman Rojagukouk. Meratime Hubior Waerds - Sl Kaves Wak Fowtta D7 Pidai Lombok Masa
Tengrmara Bgraf | Maoknlah),
4 Putugan Pengadilan Megeri Matazam, No, 049/PR_Moe'Pde/ UMY, tangeal 27 Desember 1976,
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s sekarang telah berkembang kearah mengakui kedodukan amak perempuan schagai ahli waris
vang berhak mewaris harta peminggalan orangiuanys berssma-sama dengan saudara-sandara
laki-lakinya,

* Purtusan Sengkets Wards Dalam Wilavah Adat Suku Rote

i walovah berfukunya hukom adaet suku Bote Nusa Tengeara Tunor jogs berlaku sisiem
kewansan painfineal mum, yaitu hanya anak laki-lak) saja yang berhak bertindak sehaga) ahil wans.
Sedunpgkon posist anak perempoun buban termusuk sebagan bl wans vang diperbolehkan mendapat
hartn peningyralan dan ormng toa, Thdalam potusan Nomor 048 KPJe2o02 Mahkamah  Agung
mizmberikan scuan baru bahwa beclukunya hukum adat (dalam perkara wans) yang bersifot patrilmeal
di Rote Mdao Nusa Tenggarn Timur dipandang sudah tidak sesuai demgan perkembangan hukum
masyarakut dom bertentanpun denpan hak esesi manuasia,

Dalam pertimbangan putusan tersebut dif nyatakan bahwa judex facti yang membatalkan
putusin PN Rote Ndao salabh dalam meserapkon bukum karens pertimbongan Peogadilan Tinggi
Kupang tersebul bertentangan dengan hukwm yang berinku yaitu pasal 17 UL No.3% Tahun [999
temting Hak Asasi Manusia dan Yunsprodensi Mahkomah Agung BI Mo 179 K/Sipd 1960 tanggal 11
November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki, Aminya
hukum adat vang tidak mengakui hak perempuan setarn dengan keduduknn laki-laki, tdoak dapat lagi
dipertahankan. "

CoL4 Intervensi Pengadilan Terhadap Hal Yang Diperjanjikan

Dalam bukuim peérdatn dikenal asas kebebosan berkontrak, asas i mengandung pengeriian
bohwa setinp orang dapat mengadakan perjanjian apapun juge, baik yang telah distur dofam undang-
undang, magpun yang beiwm diabur dalam undang-undang (dbat Pasal 1338 KUHPdt),

Asas kebehasan berkontrak bersumber dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang
berbumye: “Semuin perjanian yang dibual secarn sab berloku sebagm undang-undang bagm mercka vang
mernbuztnya.™

Asas im merupskan sustu asas yang memberiken kebebasun kepads para pibak yane
membuatiya untuk:

Membuat atan tidak membual peranjian |

Mengadakan penjanjun denguan siaps pun ;

Minentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannyn ;

Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar Belakang lnhirmya asas kebebusion berkontmk adatah adonya piaham imdivadualisme yang
lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicurixien dan berkembang pesat daliom zaman
renmisspnce mellul antars luin seran-aaren Bege de Grecli, Thomas Hobbes, Jolin Locke dan JLJ
Rossemy. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja vang
dikehendakinya,

Dalam hulkum kontrak, asas i divujudkan dalom “kebebasan berkontrak™, Teari feivher fair
in menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas,
Karena pemerintah (jugs Negara} suma sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan
sosial ekopomi masyarakat. Jadi ketika para pihak sudab bersepakat untek mebnkokan ataw tidak
melakukan sesuatn mukn hal terschot harus ditnati parn pihak yang membuatnysn sehagaimans

ds Lo b ==

Al Budiarto, Komipdlesd Absreak Fiskam Picusan Molkamal Ageng Tesitang Hulume Wards, Penerbin Tatan
Hakim Indonesio. b1 5,
1= Furu.-.-,w'u:.l'r.ur.w Prafiineni Pc'n!’.'re.n; i undwiaek Dheetsiown ) Teleen 200 2 daw fabue 2003, MARL 2013, h.497,
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berfokunya suatu undang-undang. Tetapi bisa saja karenn ketidakseimbangan kedudukan para pihak
maka perjanjian atan kontrok klavsul-klansulnya meragikan salah satu pihak,

Terhadap perjanjian atou komtrak vang meskipun telah disepakati oleh para prhak tetaps karena
disgngeap bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilon Mahkamah Agung memben pendapat
mefalui pitusan di tingkat kasasi bahwa meskipun para pihak berhak untuk menentukan klausul-
kalusul perjanpan viang disepukati tetapi ketika odo kousul vang memberntkan atau merugikon soloh
satu pihak seria berteniangan dengan kepatutan maka harus dishah menjadi klausul vang seimbang
serta adil bag parn pihak. Di dalem puiusan Mohkomoh Apuang No 253K5ip00973 tangeal 14
Okrober 1976, meskipun para pihak telah menvetujul untuk membiayvar bungn sebesar 200 tetapi
kurens dianggap bertentangan denpan perikemanusiasn dun keadilun Mahkamah Apung berpendapat
bunga vang patur adalah sehesar 3% perbulan sesuai dengan bunga pinjaman pada bank-bank Negara
puds sant perjanpian berlangsung. Dalam putusan perkars perdota tersebot Mahkamah Apung telah
miclalukan mtervensi dengan cara merubah apa yang telah discpakati atan diperjanjikan para pilak.

D, Kesimpulan

Berdasarkan ursian-urimn  tersebut makns beberapa hal vang bisa memgads itisan  atag
kesimpulan dari pembahasan terkait perkembangan putusan perdata vang bersifat progresif di
Mahlkamah Agung. sdoalah:

= Pembaruan di bidang hukum harus tetap berpijak pada beberapa hal yaitu asas hukoom,
kebuiuhan memperiahaonkan hukom scarn, bduk mwerogikan hak-hek subyekifl parn pencan
keadilan dan bertujoan untuk memberikan kendilan substantif,

= Bikap Mahkamah Agung techadap masalab-masalah hukum konkeel tersebut diatas menipakan
bukti bahwa Mahkamah Apgung tfidok menganut positivisme hukum yang secam  kaku
menerapkan  degma-dogma  hukom  fanpa Koempromi.  Terhadap  kebutohan-kebutuban
penegakan hukum vang membutuhkan roang tatsir serta interpretasi maka Mahkamah Agung
secarn terukur telah bisa menpalankan funpst vang seimbang antarn segi kepustinn don manfaat
hukum,

- Hal tersebut merupakan cermun progresifitus Mahksmah Agung untuk merespon perubahen
sosial yang sangat dinamis dalsm masyarakat. Sikap fersebut sejalan dengan konsep hukum
progresid vang menolik segala anggapan bahwa nstitust hukum sebapar fostiiust yang kaku
dun positivistik.,

= Pufissan=putusan progresif bzt dremokan pada tahun=tabun ketika wacana hukum progresif
belum lahir { putusan-putesan whun 6-an dan tahun 7T0-an ).

- Dengan puiusan-pulusian yang progresil tessebul dibarspkan fecdapatl kesimambangzan vang
memastikan bahwa nilai-nilai dasar wetap diterapkan, disisi lain ketika menghadapi hal-hal
yung mengharuskon unfuk memakn tindskan don nalar progresif maks para hakim tdek segan
untuk bermalar dan bemindak secars progresif,

E. Saran

Raigi profesi hakim putusan adalab lksana mahkota, artinya fitik iemae kerja mencar fakia
serta proses dislektika narest ibnuah dalem persidangan muarinya adalah pada putuzan,

Untuk menjamin kesinambungan lahirmya puiusan-putusan vang progresil dan berkualias
maka iklim kebebasan hakim perlu selalu dijaga, Karenn hanyn dalam iklim peradilan yang bebos dan
independen biza dilahirkan pulusan-putusan vang bisa menjadi preseden.

Pokok-pokok punsan dalom Y urisprodenss vang dibuat pada masa terdahulu adalah contab
bahwa peda mosanyn pora hakim telah berfikir dan bertindak progresif, Dengan semangal vang saima
tradisi non positivisak terschut perlu dilanjutkan. Tradisi dan yurisprudensi lama pann kita lestarikan
pada sant yang sama progresifitns putusan juga homs dibanpun. Dibarapkan akan (nhic yurisprudensi-
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yurisprudensi baru vang akan semakin mendekmkan putusan=putusan MA dengan keadilan substansial
vang didambakan masyarakat,
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